
 
 
 

 

 

 

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM 

(Studi Kasus Peran Loka PJPH NTB) 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN 

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-

SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM 

OLEH: 

SYAMSUL WATHONI 

24203011084 

 

DOSEN PEMBIMBING: 

Dr. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M.Ag. 

 

 

PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2026  



 
 
 

 

ii 
 
 

 

ABSTRAK 

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal (JPH) yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan 

sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang 

memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat serta 

mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan dalam pelaksanaannya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field 

research). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan melibatkan Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, Lembaga 

Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pemerintah 

daerah, pelaku UMKM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan 

secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, kemudian dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM 

di Loka PJPH Nusa Tenggara Barat secara umum telah berlangsung cukup efektif. 

Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan regulasi yang jelas, kelembagaan yang 

telah terbentuk, kegiatan sosialisasi dan pendampingan, koordinasi antarpemangku 

kepentingan, serta tersedianya mekanisme sertifikasi melalui jalur reguler dan self-

declare. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena 

masih ditemukan rendahnya pemanfaatan kuota sertifikasi, ketidakmerataan akses 

pelayanan, keterbatasan literasi digital dan kemampuan administratif sebagian 

pelaku UMKM, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan setelah 

sertifikat diterbitkan. Tantangan tersebut berasal dari faktor internal maupun 

eksternal, sehingga Loka PJPH Nusa Tenggara Barat mengembangkan berbagai 

strategi, antara lain memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, 

memperluas sosialisasi, menerapkan pelayanan jemput bola, meningkatkan fungsi 

pendampingan, dan membangun jejaring kemitraan. Berdasarkan perspektif Teori 

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi sertifikasi halal 

dipengaruhi oleh keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya 

hukum yang masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. 

Kata Kunci: implementasi sertifikasi halal, UMKM, Loka PJPH Nusa Tenggara 

Barat, efektivitas, Teori Sistem Hukum. 
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ABSTRACT 

Halal certification is one of the important instruments in the implementation of 

Halal Product Assurance (JPH) which provides legal certainty for the community 

while supporting the improvement of the quality and competitiveness of Micro, 

Small, and Medium Enterprises (MSMEs) products. However, in its 

implementation, the implementation of halal certification for MSMEs still faces 

various obstacles that affect the effectiveness of its implementation. This study aims 

to analyze the effectiveness of the implementation of halal certification in MSMEs 

at the West Nusa Tenggara Halal Product Assurance Workshop (PJPH) and 

identify the challenges and strategies carried out in its implementation.  

This research uses a qualitative method with a field research approach. Research 

data was obtained through observation, interviews, and documentation involving 

the West Nusa Tenggara PJPH Workshop, the Halal Inspection Institute (LPH), 

Halal Product Process Companions (P3H), local governments, MSME actors, and 

other related parties. Data analysis was carried out interactively through the stages 

of data condensation, data presentation, and conclusion drawn, then analyzed 

using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory which includes legal 

structure, legal substance, and legal culture.  

The results of the study show that the implementation of halal certification for 

MSMEs at the PJPH Workshop in West Nusa Tenggara has generally been quite 

effective. This condition is supported by the existence of clear regulations, 

established institutions, socialization and mentoring activities, coordination 

between stakeholders, and the availability of certification mechanisms through 

regular and self-declare channels. However, the implementation is not fully optimal 

because there is still a low utilization of certification quotas, unequal access to 

services, limited digital literacy and administrative ability of some MSME actors, 

and not optimal coaching and supervision after the certificate is issued. These 

challenges come from internal and external factors, so the West Nusa Tenggara 

PJPH Workshop develops various strategies, including strengthening 

collaboration with stakeholders, expanding socialization, implementing pick-up 

services, improving mentoring functions, and building partnership networks. Based 

on the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the 

effectiveness of halal certification implementation is influenced by the linkage 

between legal structure, legal substance, and legal culture that still needs to be 

strengthened continuously.  

Keywords: implementation of halal certification, MSMEs, West Nusa Tenggara 

PJPH Workshop, effectiveness, Legal System Theory. 

  



 
 
 

 

iv 
 
 

 

SURAT PERSETUJUAN TESIS 

  



 
 
 

 

v 
 
 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

  



 
 
 

 

vi 
 
 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 



 
 
 

 

vii 
 
 

 

MOTTO 

 تعََلَّمْ يَا فَتىَ فَالْجَهْلُ عَارٌ # وَلََ يرَْضَى بِهِ إِلََّ حِمَارُ 

(Ta'allam yaa fataa fal-jahlu 'aarun / wa laa yardhoo bihi illaa himaarun) 

“Belajarlah wahai generasi muda, bodoh itu abnormal. Tidak ada yang ridho 

dengan kebodohan kecuali keledai.” 

[  : ِ ٥/٢تفَْسِيرُ الْحَداَئِقِ لِلشَّيْخِ الْهَرَرِي  ] 

(Tafsiirul Hadaa'iqi lisy-Syaikhil Harariyyi :(2/5) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 S|a’ S| es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha’ H{ h (dengan titik dibawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 S{ad S{ es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad D{ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع
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 Gaīn G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W w و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis Sunnah سنة

 ditulis ‘íllah علة 

 

C. Ta’ Marbûtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 

 Ditulis al-Mā’idah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسلامية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 



 
 
 

 

xi 
 
 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 

 Ditulis Muqāranah al-Māẓahib مقار نة الماذاهب

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥah ditulis a ـَ 1

 Kasrah ditulis i ـِ 2

 ḍammah ditulis u ـُ 3

 

E. Vokal Panjang 

1 fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis ditulis a> Istih}sa>n 

2 fatḥah + ya’ 

mati 

 أنثى

ditulis ditulis a> Uns|a> 

3 Kasrah + ya’ 

mati 

 العلواني

ditulis ditulis I< 

Al-‘A<lwa>ni> 

4 D{ammah + 

wau mati 

 علوم 

ditulis ditulis U< 

‘Ulu>m 

 

F. Vokal Rangkap 

1 fatḥah + ya’ mati ditulis ditulis Ai 
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 Gairihim غيرهم

2 fatḥah + wawu 

mati 

 قول

ditulis ditulis Au Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت 

شكرتملئن   Ditulis la’in 

syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ān القرآن 

 Ditulis al-qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis Ar-Risa>lah الرسالة 

 ’<Ditulis An-Nisa النساء

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi 

dan pengucapannya 
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 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu bentuk perlindungan 

hukum yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin bahwa produk yang 

beredar di masyarakat memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. 1 

Kehadiran sistem JPH tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk, tetapi juga 

mendorong peningkatan kualitas, daya saing, dan kepercayaan terhadap produk 

yang dihasilkan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM).2  Dalam perkembangannya, sertifikasi halal menjadi instrumen utama 

dalam penyelenggaraan JPH karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi 

bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku.3 Dengan demikian,  implementasi sertifikasi halal memiliki peran strategis 

dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing 

UMKM melalui peningkatan kepercayaan pasar, kepatuhan terhadap regulasi, dan 

perluasan akses terhadap peluang usaha yang lebih luas.4 

 
1 . Zainudin et al., “Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers 

and UMKM,” International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), August 9, 2024, 287–

304, https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250. 

2 Ibid. 

3 M. Yusuf K., Abdul Rauf Muhammad Amin, and Cut Muthiadin, “Implementasi Sistem 

Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Mengengah ( UMKM ) Roti Q-Ta,” Indonesian 

Journal of Halal 7, no. 2 (2024): 124, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882. 

4 Muhammad Ayyub Muslich, Asep Nurhalim, and Mohammad Iqbal Irfany, 

“Implementation of the Halal Assurance System and MSME Business Development Strategy: The 
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Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi 

kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di 

bawah Kementerian Agama. Seiring dengan penguatan kelembagaan melalui 

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH ditetapkan sebagai Lembaga 

Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agama.5  Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraannya kemudian 

dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur 

bahwa proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH bekerja sama dengan 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan penetapan kehalalan produk 

dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai 

dasar penerbitan sertifikat halal.6  

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di tingkat daerah, BPJPH 

didukung oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH), termasuk 

Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, yang berperan memberikan layanan Jaminan 

Produk Halal melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, serta 

 
Case of a Coffee Shop,” Halal Studies and Society 1, no. 1 (January 10, 2024): 38–42, 

https://doi.org/10.29244/hass.1.1.38-42. 

5 Peraturan Presiden RI, “Presiden Repubuk Indonesia 153 Tahun 2O24,” Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024, 1–17, h t t p s: / / p e r a t u r a n. b p k.g o. i d / D e t 

ails/306666/perpres-no-153-tahun-2024. 

6  President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” Goverment of The 

Republic of Indonesia, no. 086085 (2021): 1–110, h t t p:/ / w w w. h a l a l m u i. o r g / i m a g e s 

/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.  
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koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas akses 

layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.7 Selain itu, penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal juga melibatkan berbagai pihak, seperti Lembaga Pendamping Proses 

Produk Halal (LP3H), kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta 

mitra strategis lainnya guna mendukung efektivitas implementasi sertifikasi halal 

dan BPJPH juga aktif menjalin kemitraan internasional dalam rangka 

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.8 

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi halal juga 

memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah bagi 

produk UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas 

akses pasar, serta memperkuat posisi produk dalam persaingan usaha, baik pada 

tingkat nasional maupun internasional. 9 Implementasi sertifikasi halal juga 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, penguatan daya saing usaha, 

 
7  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kepala BPJPH Lantik Pejabat 

Administrator Dan Pengawas, UPT Sulsel Dan NTB Resmi Beroperasi,” 2026, 

https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-lantik-pejabat-administrator-dan-pengawas-upt-sulsel-

dan-ntb-resmi-beroperasi?. 

8 Agung Cahyo Widodo, Rudiana Rudiana, and Yayan Nuryanto, “Pengawasan Jaminan 

Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” JIIP - Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, no. 10 (2024): 12368–77, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186. 

9  Muslich, Nurhalim, and Irfany, “Implementation of the Halal Assurance System and 

MSME Business Development Strategy: The Case of a Coffee Shop.” 
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serta mendukung keberlanjutan perkembangan UMKM sebagai salah satu 

penggerak utama perekonomian nasional. 10 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup besar 

sehingga sektor ini menjadi salah satu kelompok usaha yang strategis dalam 

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Dataset Jumlah UMKM 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah UMKM di Nusa Tenggara Barat mencapai 

324.624 unit usaha. 11  Namun, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal baru 

mencapai 17.209 unit usaha,12 atau sekitar 5,30% dari keseluruhan jumlah UMKM 

tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar 

antara jumlah UMKM dengan capaian sertifikasi halal di Nusa Tenggara Barat. 

Dengan demikian, percepatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih 

menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung 

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah. 

Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui studi kasus Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Fokus 

 
10 Sahlan Hasbi et al., “Penguatan Potensi Eduwisata Halal Dan Daya Saing Pelaku Usaha 

Mikro Di Desa Wates Jaya Melalui Sertifikasi Halal,” Prosiding Seminar Nasional Pengabdian 

Kepada Masyarakat 6, no. 1 (2025): SNPPM2025EK-38, https://ditwasotsk.pom.go.id/post/peran-

badan-pom-dalam-meningkatkan-daya-saing-pelaku-. 

11  Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten Kota di Provinsi NTB (2024-2025), http s://data.ntb 

prov.go.id/dataset/9d597b1c-8347-4a03-b3e4-e0c224ae425e/show. Diakses 26 Agustus 2026 

 
12 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal 

Jalur Reguler dan Self Declare Provinsi NTB (2025-2026), https://satudata.halal.go.i 

d/statistik/shdb.Diakses 26 Agustus 2026 
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tersebut didasarkan pada masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan 

sertifikasi halal, seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap 

persyaratan sertifikasi, keterbatasan kemampuan administrasi dan literasi digital, 

serta perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan sebab 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi 

halal, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Loka 

PJPH Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi 

halal pada UMKM. 

Rendahnya implementasi sertifikasi halal pada sebagian pelaku UMKM 

menunjukkan masih adanya berbagai kendala dalam penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal, seperti terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur 

sertifikasi, hambatan administratif, serta belum optimalnya pendampingan dan 

koordinasi antar pemangku kepentingan.13 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada 

keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh lembaga 

penyelenggara beserta pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung proses 

sertifikasi halal pada UMKM.14 

 
13 Setiawan Bin Lahuri et al., “Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic 

Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles,” Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 24, no. 2 (2025): 233–

47, https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411. 

14  Wahyudin Darmalaksana, “How Is the Halal Certification Policy Implemented? 

Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia,” Journal of Islamic 

Accounting and Business Research 16, no. 7 (2025): 1205–22, https://doi.org/10.1108/JIABR-12 

2022-0342. 



6 

 

 
 

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta 

memperkuat daya saing pelaku usaha. Norliza Katuk dalam penelitiannya 

menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap ketentuan syariat, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.15  Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal 

lebih mampu bersaing di pasar wisata halal dibandingkan yang tidak bersertifikat. 

Sementara itu, Abdullah dalam penelitiannya menyoroti implementasi kebijakan 

halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga pelaksanaan 

sertifikasi halal belum berjalan secara optimal di tingkat pelaku usaha.16 Temuan 

ini memperlihatkan bahwa meskipun secara regulatif Indonesia gencar 

mempromosikan wisata halal, praktik di tingkat pelaku usaha masih menghadapi 

kendala, khususnya dalam penerapan sertifikasi halal secara merata. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka 

PJPH) Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal, 

 
15  Norliza Katuk et al., “Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and 

Attitudes of Food Operators in Indonesia,” Journal of Islamic Marketing 12, no. 5 (2021): 1043–62, 

https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068. 

16 Slamet, Irwan Abdullah, and Nur Quma Laila, “The Contestation of the Meaning of Halal 

Tourism,” Heliyon 8, no. 3 (2022), https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098. 
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berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi yang 

diterapkan oleh Loka PJPH NTB dalam mengoptimalkan penyelenggaraan 

sertifikasi halal pada UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Jaminan Produk Halal sekaligus 

menjadi masukan bagi Loka PJPH NTB dan para pemangku kepentingan dalam 

meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas implementasi sertifikasi produk halal pada UMKM? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan serta 

strategi apa saja yang digunakan Loka PJPH  dalam implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). 

2. Menganalisis tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh 

Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB dalam 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di 

bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan 

implementasi sertifikasi halal dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap 

pengembangan kajian mengenai efektivitas implementasi kebijakan 

sertifikasi halal melalui analisis terhadap pelaksanaan, tantangan, serta 

strategi yang diterapkan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Loka PJPH NTB, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan 

sertifikasi halal, terutama melalui penguatan strategi implementasi, 

peningkatan kualitas pendampingan, serta pengembangan koordinasi 

dengan berbagai pemangku kepentingan. 

b. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya 

sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Jaminan 

Produk Halal, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan 

konsumen dan daya saing usaha. 

c. Bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan program pendampingan, serta penguatan sinergi 
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antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji berbagai 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi sertifikasi 

halal, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta peran lembaga dalam 

pelaksanaan sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai 

perkembangan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi temuan-

temuan yang telah dihasilkan, serta memahami aspek-aspek yang masih 

memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, telaah pustaka menjadi 

landasan dalam menempatkan posisi penelitian ini di antara penelitian-

penelitian sebelumnya sekaligus memperkuat arah pembahasan sesuai dengan 

fokus penelitian mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka 

PJPH) Nusa Tenggara Barat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Implementasi Sertifikasi Halal dan Peran Lembaga Penyelenggara 

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan peran lembaga 

penyelenggara telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang 

beragam. 

Pertama, penelitian Junaidi berfokus penelitian mengenai peran LPPOM 

MUI Sumatera Utara yang memberikan perspektif tambahan mengenai 
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implementasi sertifikasi halal.17 Penelitian ini menganalisis peran LPPOM MUI 

dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap 

sertifikasi, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang 

diberikan. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat menganggap 

sertifikasi halal sangat penting, terutama karena faktor keamanan dan kepatuhan 

agama. Meskipun tingkat kepuasan terhadap layanan relatif tinggi, penelitian ini 

juga mencatat adanya sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku 

usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan akses informasi, serta biaya 

sertifikasi yang dianggap memberatkan bagi usaha mikro. Rekomendasi yang 

diberikan meliputi peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan 

dukungan finansial bagi usaha kecil dalam memperoleh sertifikasi halal.  

Kedua, Asro menekankan urgensi tata kelola kelembagaan dan kepastian 

hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya di sektor makanan dan 

minuman.18 Mereka menggarisbawahi bahwa efektivitas sertifikasi halal sangat 

bergantung pada sinergi antara berbagai aktor kelembagaan seperti BPJPH, 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai pihak yang menetapkan 

fatwa halal. Kajian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak dapat dipahami 

semata-mata sebagai proses administratif, melainkan juga membutuhkan 

kerangka kelembagaan yang jelas, konsisten, dan terintegrasi agar 

 
17  Junaidi Junaidi et al., “Peran LPPOM MUI Sumatera Utara Dalam Memastikan 

Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan Dan Kepuasan Masyarakat,” Sulawesi Tenggara 

Educational Journal 5, no. 1 (2025): 136–47, https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.935. 

18 Muhammad Asro and Ayi Sofyan, “Enhancing Legal Certainty and Institutional Models 

for Halal Certification in Indonesia’S Food and Beverage Sector,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi 

Syariah 8, no. 2 (2022): 124–34, https://doi.org/10.15575/am.v8i2.44160. 
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implementasinya berjalan efektif. Tanpa tata kelola kelembagaan yang kuat, 

proses sertifikasi halal berpotensi terhambat oleh birokrasi yang panjang dan 

koordinasi antar lembaga yang tidak efisien. 

Ketiga, penelitian Arsil dkk. berjudul Strategi Kerjasama Pengembangan 

Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center.19 Penelitian ini menekankan 

bahwa pengembangan institusi halal yang efektif memerlukan kerja sama lintas 

lembaga yang terstruktur, melibatkan pemerintah, BPJPH, perguruan tinggi, 

sektor swasta, dan lembaga pendukung lainnya melalui penguatan Halal Center 

sebagai simpul koordinasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa faktor 

kebijakan kelembagaan, model pembiayaan, serta pola kolaborasi yang 

berkelanjutan menjadi kunci dalam memperluas akses UMKM terhadap 

sertifikasi halal. 

2. Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM 

Kajian mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM telah banyak 

dilakukan dengan berbagai fokus, mulai dari peningkatan kepercayaan 

konsumen, daya saing usaha, hingga tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi 

halal pada tingkat pelaku usaha. 

Pertama, Katuk norliza dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sertifikasi 

halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.20  Keberadaan sertifikat 

 
19  Poppy Arsil et al., “Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi 

Pada Halal Center,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 590, https://doi.or g/10.2904  0/ji 

ei.v8i1.3794. 

20 Ibid. 
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halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan syariat, 

tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk 

di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal memberikan manfaat bagi 

UMKM melalui peningkatan kredibilitas produk dan kepercayaan konsumen. 

Meskipun demikian, penelitian Katuk Norliza lebih menitikberatkan pada 

manfaat sertifikasi halal dari perspektif pelaku usaha dan konsumen, sehingga 

belum mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi sertifikasi halal dari 

perspektif lembaga penyelenggara, khususnya Loka Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (Loka PJPH). 

Kedua, penelitian lain dilakukan oleh Abdullah menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan halal masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

pelaksanaannya. 21  Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan 

sertifikasi halal belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih 

ditemukan kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaannya di tingkat pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada 

keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha, 

efektivitas pendampingan, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam 

penyelenggaraan sertifikasi halal. 

3. Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM 

 
21 Ibid. 
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Penelitian mengenai tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM 

umumnya mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan sertifikasi halal, baik yang berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, 

maupun kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muryanto dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa aspek hukum dan regulasi menjadi salah satu tantangan 

utama dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM.22 Penelitian tersebut 

mengungkap bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, 

seperti biaya sertifikasi yang relatif tinggi, prosedur administrasi yang cukup 

kompleks, serta rendahnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. 

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan 

dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, meskipun produk yang dihasilkan pada 

dasarnya telah memenuhi prinsip kehalalan. Penelitian ini menegaskan bahwa 

efektivitas implementasi sertifikasi halal tidak cukup hanya didukung oleh 

regulasi, tetapi juga memerlukan pendampingan, sosialisasi yang berkelanjutan, 

serta dukungan pemerintah agar proses sertifikasi dapat berjalan secara optimal. 

Kedua, penelitian Ramadhani berjudul Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan 

dan Strategi Implementasi juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam 

pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM, di antaranya rendahnya literasi halal, 

terbatasnya akses terhadap Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta masih 

 
22 Yudho Taruno Muryanto et al., “Legal Aspects of Halal Certification for Micro, Small, 

and Medium Enterprises (UMKM) Products,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 3, no. 2 

(2024): 122–27, https://kadin.id/analisa/pemerintah-tunda-wajib-sertifikasi-halal-ke-2026 meng ap 

a/. 
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adanya anggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang 

mendesak.23 Penelitian ini menawarkan beberapa strategi implementasi, antara 

lain penyederhanaan prosedur sertifikasi, penguatan peran pendamping halal, 

penyediaan program sertifikasi halal gratis, serta peningkatan dukungan 

pemerintah melalui fasilitasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. 

Selain kedua penelitian tersebut, berbagai penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM merupakan 

persoalan yang bersifat multidimensional. Hambatan yang dihadapi pelaku 

usaha tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan prosedur 

administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi halal, terbatasnya 

akses terhadap informasi dan pendampingan, belum optimalnya koordinasi antar 

lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya 

sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi 

sertifikasi halal memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, penguatan 

kapasitas kelembagaan, pendampingan yang berkesinambungan, serta 

peningkatan edukasi kepada pelaku UMKM agar penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal dapat terlaksana secara optimal. 

4. Implementasi Kebijakan Halal dalam Konteks Nasional 

Penelitian mengenai implementasi kebijakan halal dalam konteks nasional 

umumnya mengkaji kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan sistem 

 
23  Nadine Fauziyah Ramadhani, “Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan Dan Strategi 

Implementasi,” Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2025): 21Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi Halal 

UMKM: 
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Jaminan Produk Halal, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber 

daya pendukung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim berjudul berjudul Peluang dan 

Tantangan Industri Halal di Indonesia memberikan gambaran mengenai 

implementasi kebijakan halal pada tingkat nasional.24 Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam 

mengembangkan ekosistem halal, didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang 

dominan serta besarnya pasar domestik. Namun, implementasi kebijakan halal 

masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya literasi halal, 

keterbatasan jumlah auditor halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 

rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta belum optimalnya pelaksanaan 

kebijakan Jaminan Produk Halal pada berbagai sektor. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan halal tidak hanya 

bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan 

kelembagaan dan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan sertifikasi 

halal. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kendala dalam 

implementasi sertifikasi halal pada tingkat daerah merupakan bagian dari 

persoalan yang lebih luas di tingkat nasional. Dengan demikian, diperlukan 

upaya yang tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi, tetapi juga pada 

 
24 Hasnil Hasyim, “Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi 

Dan Bisnis Islam 7 (2023): 665–88. 



16 

 

 
 

peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan, serta penguatan literasi 

halal bagi pelaku usaha. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat 

dipahami bahwa kajian mengenai sertifikasi halal telah berkembang dari 

berbagai perspektif, mulai dari peran lembaga penyelenggara, implementasi 

sertifikasi halal pada UMKM, tantangan pelaksanaan sertifikasi halal, hingga 

implementasi kebijakan halal dalam konteks nasional. Secara umum, penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting 

dalam memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan 

konsumen, serta memperkuat daya saing UMKM. Selain itu, berbagai penelitian 

tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal 

dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan, kesiapan kelembagaan, 

koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif pelaku usaha dalam memenuhi 

ketentuan Jaminan Produk Halal. Temuan-temuan tersebut menjadi landasan 

penting bagi penelitian ini dalam mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal yang efektif di Indonesia. 

Meskipun berbagai penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini dalam membahas sertifikasi halal, implementasi kebijakan, peran 

lembaga penyelenggara, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam 

memperoleh sertifikasi halal, kajian mengenai efektivitas implementasi 

sertifikasi halal pada UMKM masih belum banyak dianalisis secara 

komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) 
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dengan memfokuskan kajian pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka 

PJPH) Nusa Tenggara Barat menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman yang dianalisis melalui aspek struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture), sehingga 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM sekaligus memperkaya 

kajian mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. 

E. Kerangka Teoretik 

Penelitian mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM 

memerlukan landasan teoretis sebagai dasar untuk memahami bagaimana suatu 

kebijakan dapat dijalankan secara optimal serta berbagai faktor yang 

memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Meskipun penyelenggaraan 

sertifikasi halal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, 

penerapan kebijakan tersebut pada tingkat UMKM masih menghadapi beragam 

tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, 

tetapi juga mencakup kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta 

tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi 

halal. dengan sebab itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak cukup 

ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, melainkan juga dipengaruhi 

oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Atas dasar tersebut, 

penelitian ini memerlukan kerangka teoretis yang mampu memberikan landasan 
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konseptual dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM. 

Kajian teoretis dalam penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek utama 

yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Pertama, 

mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal sebagai bentuk pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana 

kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, 

mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi 

sertifikasi halal, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun 

kesiapan pelaku usaha. Ketiga, menganalisis strategi yang diterapkan oleh Loka 

PJPH dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut guna meningkatkan 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Melalui kajian tersebut, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi halal. 

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman 

dipandang relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena mampu 

menjelaskan efektivitas implementasi suatu kebijakan melalui keterkaitan 

antara tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum 

(legal substance), dan budaya hukum (legal culture).25  Melalui ketiga unsur 

tersebut, penelitian ini dapat menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM secara lebih komprehensif.  

 
25 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edi (New York: W.W. 

Norton & Company, 2001). 
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Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman 

berlandaskan pada pandangan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak 

hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga ditentukan oleh cara sistem hukum tersebut bekerja dalam praktik 

kehidupan masyarakat. 26  Friedman memandang hukum sebagai suatu 

sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling 

memengaruhi sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Dengan 

demikian, efektivitas suatu kebijakan hukum tidak cukup dinilai dari aspek 

normatif semata, melainkan juga dari pelaksanaan kebijakan tersebut serta 

respons masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.27 Dalam penelitian 

ini, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai 

landasan analisis untuk mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal 

pada UMKM, khususnya dalam menelaah pelaksanaan kebijakan oleh Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB serta berbagai 

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.  

Menurut Lawrence M. Friedman, keberfungsian suatu sistem hukum 

dipengaruhi oleh keterkaitan tiga unsur pokok, yakni struktur hukum (legal 

structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal 

 
26 Ibid. 

27  Giliberto Capano and Benedetto Lepori, “Designing Policies That Could Work: 

Understanding the Interaction between Policy Design Spaces and Organizational Responses in 

Public Sector,” Policy Sciences 57, no. 1 (2024): 53–82, https://doi.org/10.1007/s11077-024-09521-

0. 
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culture). Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang berperan 

dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan berjalan secara efektif 

dalam masyarakat..28 Struktur hukum mengacu pada lembaga atau institusi 

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. 

Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan peraturan, norma, dan 

kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu sistem hukum. 

Adapun budaya hukum merupakan sikap, nilai, kesadaran, serta perilaku 

masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan 

pelaksanaan aturan. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, 

karena keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum sangat 

bergantung pada hubungan yang selaras antara kelembagaan, regulasi, dan 

budaya hukum yang berkembang di masyarakat.29 

Apabila teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dikaitkan dengan 

konteks penelitian ini, maka efektivitas implementasi sertifikasi halal tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana 

sistem hukum tersebut dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta 

diterima oleh masyarakat. Meskipun kebijakan sertifikasi halal telah 

memiliki landasan hukum yang jelas, implementasinya di kalangan UMKM 

masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menegaskkan 

 
28 Friedman, American Law: An Introduction. 

29  Nurul Fibrianti et al., “Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The 

Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws,” Journal of Indonesian 

Legal Studies 8, no. 2 (2023): 1267–1310, https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336. 
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bahwa efektivitas implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh 

keterpaduan antara kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum yang 

berkembang di masyarakat.  

Keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada UMKM memerlukan 

dukungan kelembagaan yang memadai, regulasi yang dapat 

diimplementasikan secara efektif, serta budaya hukum yang mendorong 

kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.30 Di samping itu, 

ketersediaan sarana pendukung, seperti auditor halal, Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), maupun 

sumber daya lainnya, merupakan bagian penting yang turut menentukan 

kelancaran penyelenggaraan sertifikasi halal. 31  Apabila salah satu 

komponen tersebut belum berfungsi secara optimal, implementasi kebijakan 

berpotensi menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan 

penyelenggaraan sertifikasi halal tidak dapat tercapai secara maksimal.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam 

penelitian ini. Melalui teori ini, peneliti dapat mengkaji efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM dengan menelaah keterkaitan 

antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam 

 
30  Ruri Mustika et al., “Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Ekuilnomi 7, no. 3 (2025): 932–50, https://doi.org/10.3698 5/w 

dcx5b28. 

31 M Y Hendrawan, N Noprizal, and S Arli Silvia, “Peluang Dan Tantangan P3h Menuju 

Pengembangan Industri Halal,” 2025, http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/8559%0Ahttp://e-

theses.iaincurup.ac.id/8559/4/Fulltext.pdf. 
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penyelenggaraan sertifikasi halal. Selain itu, teori ini juga memberikan 

kerangka analisis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi 

serta strategi yang dilakukan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (Loka PJPH) NTB dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi halal. 

Dengan demikian, Melalui penggunaan teori ini, penelitian tidak hanya 

mendeskripsikan kondisi implementasi sertifikasi halal pada UMKM, tetapi 

juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas 

implementasinya serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal dalam 

mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal. 

 

Diagram Alir. Kerangka Teori Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal Pada 

UMKM 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research).32 

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara 

mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM melalui studi kasus 

di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh 

gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan implementasi 

sertifikasi halal, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi yang 

ditempuh oleh Loka PJPH NTB dalam meningkatkan efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM.  

 Adapun pendekatan penelitian lapangan digunakan agar data Data 

diperoleh secara langsung dari informan melalui interaksi dan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan sertifikasi 

halal. Penelitian dilaksanakan di Loka PJPH NTB sebagai lokasi utama 

studi kasus, sedangkan pengumpulan data pendukung diperoleh dari 

berbagai pemangku kepentingan di luar Loka Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (Loka PJPH), meliputi Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Dinas Pariwisata, Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelaku 

UMKM.  

 
32  Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” Cetakan Ke-19 

(Bandung: ALFABETA, CV., 2023). Hal. 45-50. 
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Melalui penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung serta membangun interaksi dengan para informan yang terlibat 

dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, meliputi Loka Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB sebagai unit pelaksana teknis 

BPJPH di daerah, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping 

Proses Produk Halal (LP3H), pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan 

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan implementasi sertifikasi halal. 

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, 

baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun respons para pelaku usaha 

terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM, tantangan serta strategi yang 

dilakukan oleh Loka PJPH NTB dalam dalam meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan sertifikasi halal. 

Penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen yang relevan dengan 

pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM. Melalui teknik pengumpulan 

data tersebut, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang komprehensif 

dan sesuai dengan kondisi empiris mengenai hubungan antara implementasi 

sertifikasi halal, pelaku UMKM, serta para pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam penyelenggaraannya. Pendekatan ini juga memungkinkan 

peneliti mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun 
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menghambat efektivitas implementasi sertifikasi halal, baik yang berkaitan 

dengan aspek regulasi, kelembagaan, maupun tingkat kesadaran pelaku 

usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal. 

Melalui metode ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang 

komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM melalui studi kasus di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(Loka PJPH) NTB. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 

berbagai tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan dalam 

pelaksanaan sertifikasi halal guna meningkatkan efektivitas implementasi 

sertifikasi halal pada UMKM. Pendekatan kualitatif berbasis penelitian 

lapangan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan pragmatis yang 

mendalam sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi 

bagi penguatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM serta 

peningkatan efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yakni data 

primer dan data sekunder.33 Data primer diperoleh secara langsung melalui 

kegiatan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap 

proses implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Data tersebut bersumber 

dari para informan yang memiliki korelasi langsung dengan 

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan Loka Penyelenggara 

 
33 Ibid. 
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Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai 

informan utama dalam penelitian ini. Untuk memperkuat dan memvalidasi 

hasil penelitian, data juga diperoleh dari informan pendukung, meliputi 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H), pemerintah daerah, serta pelaku UMKM. 

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal dilaksanakan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(Loka PJPH) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di tingkat 

provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini secara operasional memusatkan 

perhatian pada Loka PJPH Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai studi kasus 

dalam mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.  

Selain yang demikian, penelitian ini juga menggunakan sumber 

hukum dan dokumen pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta 

berbagai peraturan pelaksana dan dokumen resmi lainnya yang relevan. 

Adapun sumber hukum sekunder seperti literatur ilmiah, buku, 

jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sertifikasi 

halal dan wisata halal, sedangkan sumber hukum tersier meliputi kamus 

hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari BPJPH, Kementerian Pariwisata. 

Melalui data primer dan data pendukung tersebut, peneliti berupaya 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan serta 
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strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(Loka PJPH) NTB dalam mendukung implementasi sertifikasi halal sebagai 

upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung proses implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM, baik di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) 

NTB sebagai lokasi utama penelitian maupun pada pelaku UMKM. Melalui 

observasi tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai 

pelaksanaan sertifikasi halal, berbagai kendala yang dihadapi, serta bentuk 

koordinasi antara Loka PJPH NTB dengan LP3H, LPH, pemerintah daerah, 

dan pelaku UMKM dalam mendukung implementasi sertifikasi halal. 

Wawancara dilaksanakan secara mendalam (in-depth interview) 

dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih komprehensif 

sekaligus memahami pengalaman, pandangan, dan kondisi yang berkaitan 

dengan implementasi sertifikasi halal pada UMKM sesuai dengan konteks 

penelitian. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang dipilih 

berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dalam penyelenggaraan 

sertifikasi halal. Informan penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang dari Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB, 1 (satu) orang dari 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 1 (satu) orang dari 
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Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 2 (dua) orang dari unsur pemerintah 

daerah, serta 1 (satu) orang pelaku UMKM sekaligus Ketua POKDARWIS. 

Dengan demikian, keseluruhan informan yang diwawancarai dalam 

penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang. 

  Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, 

serta persepsi para informan mengenai efektivitas implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka PJPH NTB. Setiap 

hasil wawancara direkam atas dasar izin informan dan selanjutnya 

ditranskripsi untuk kepentingan analisis data. Adapun dokumentasi 

dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan 

perundang-undangan, pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, 

laporan BPJPH dan Loka PJPH NTB, data UMKM, serta dokumen resmi 

lainnya yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memverifikasi data yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga analisis penelitian 

memiliki dasar yang lebih komprehensif dan faktual. 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan 

Saldana.34 Model ini dianggap relevan dalam penelitian kualitatif karena 

 
34 B. Milles dan Huberman, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. 

Terjemahan, 2022. 
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memungkinkan peneliti untuk memahami data secara mendalam melalui 

proses yang bersifat sistematis, reflektif, dan berkesinambungan. Analisis 

data dalam penelitian ini mencakup empat tahapan pokok, yakni proses 

pengumpulan data (data collection), pemadatan atau kondensasi data (data 

condensation), penyajian data (data display), serta tahap penarikan dan 

pengujian kesimpulan (conclusion drawing/verifying).Keempat tahapan ini 

tidak berjalan secara linier, melainkan interaktif dan saling berhubungan 

sepanjang proses penelitian. Melalui model analisis ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi makna, pola, serta keterkaitan antarfenomena yang 

ditemukan di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.  

Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data (data 

collection), yaitu proses memperoleh berbagai informasi empiris yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Loka Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB sebagai studi kasus, serta 

didukung oleh informasi dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal 

(LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pemerintah daerah, dan pelaku 

UMKM. Keberhasilan proses pengumpulan data sangat ditentukan oleh 

kemampuan peneliti dalam menggali informasi secara mendalam, 

memahami konteks yang berkembang di lapangan, serta menjaga 

objektivitas selama proses penelitian berlangsung. 

Tahap kedua adalah kondensasi data (data condensation), yaitu 

proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta 
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mengorganisasikan data yang telah diperoleh agar lebih sistematis dan 

mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan 

mengelompokkan informasi yang relevan serta pada tahap ini, peneliti juga 

mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antar data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang 

terkumpul menjadi lebih terfokus tanpa menghilangkan makna maupun 

konteks yang terkandung di dalamnya. 

Tahap ketiga adalah penyajian data (data display), yaitu proses 

menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis 

sehingga memudahkan proses analisis. Dalam penelitian ini, penyajian data 

dilakukan secara deskriptif melalui narasi, tabel, atau matriks yang 

menggambarkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, 

berbagai tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB. Penyajian data yang terstruktur 

memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antar temuan 

empiris dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan sebagai 

dasar analisis penelitian. 

Tahap keempat adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan 

(conclusion drawing/verifying). Tahap ini merupakan inti dari proses 

analisis karena menghasilkan interpretasi akhir terhadap data yang telah 

dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara yang telah divalidasi dengan dokumen dan data 

sekunder. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, di mana 
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temuan empiris di lapangan digunakan untuk membangun pemahaman 

konseptual dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif pada tahap awal, 

kemudian diperkuat melalui proses verifikasi ulang terhadap data tambahan 

atau temuan baru di lapangan hingga mencapai tingkat kredibilitas yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Keseluruhan proses analisis data ini berjalan secara interaktif dan 

berulang, di mana peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila 

ditemukan data baru yang memerlukan peninjauan ulang terhadap hasil 

interpretasi. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB, sehingga 

menghasilkan analisis yang komprehensif, valid, dan bermakna. 

 

Gambar. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan saldana 

G. Sistematika Pembahasan 
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Sistematika pembahasan merupakan susunan atau alur penulisan 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang 

jelas dan terarah mengenai isi penelitian, mulai dari bagian pendahuluan 

hingga penutup. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar pembaca 

dapat memahami dengan mudah tahapan penelitian, alur berpikir penulis, 

serta keterkaitan antara teori, data, dan analisis yang disajikan. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab utama 

berikut: 

Bab I Pendahuluan terdapat uraian mengenai latar belakang 

penelitian yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian tentang 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM dengan studi kasus 

Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara 

Barat. Selain itu, bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. Keseluruhan pembahasan pada bab ini menjadi 

landasan konseptual untuk memahami fokus penelitian, ruang lingkup 

kajian, dan arah analisis yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya. 

Bab II Tinjauan Teoretis dan Konseptual menyajikan kajian 

konseptual yang menjadi landasan dalam memahami fokus penelitian. 

Pembahasan pada bab ini mencakup konsep efektivitas implementasi, 

sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai 

konteks penelitian. Keseluruhan kajian tersebut berfungsi sebagai dasar 

konseptual dalam menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal 
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pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, 

serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. 

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian berisi uraian mengenai 

objek penelitian sebagai konteks empiris penelitian. Pembahasan dalam bab 

ini mencakup gambaran umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH), kedudukan serta fungsi Loka Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis 

BPJPH, serta gambaran umum penyelenggaraan sertifikasi halal pada 

UMKM. Bab ini memberikan konteks faktual yang menjadi dasar dalam 

pembahasan hasil penelitian pada bab berikutnya. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian utama 

dalam penelitian ini yang menyajikan hasil penelitian lapangan beserta 

analisis terhadap temuan yang diperoleh. Pembahasan pada bab ini 

difokuskan pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, 

berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang 

diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) 

Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan implementasi sertifikasi halal. 

Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan Teori Sistem 

Hukum Lawrence M. Friedman melalui aspek struktur hukum (legal 

structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal 

culture), sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 

efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. 
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Bab V Penutup terdapat kesimpulan dan saran yang disusun 

berdasarkan hasil analisis penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas 

rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta 

strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Adapun saran berisi rekomendasi yang 

bersifat konstruktif bagi Loka PJPH NTB, pemerintah daerah, pelaku 

UMKM, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas 

implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka PJPH Nusa 

Tenggara Barat pada dasarnya telah berjalan dengan cukup efektif karena 

didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, kelembagaan yang telah terbentuk, 

serta berbagai program fasilitasi yang diarahkan untuk memperluas akses 

sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Implementasi tersebut diwujudkan melalui 

penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan, koordinasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan, serta penyediaan skema sertifikasi halal, baik melalui 

jalur reguler maupun mekanisme self-declare bagi usaha yang memenuhi 

persyaratan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum produk halal sekaligus 

memperkuat daya saing UMKM. Namun demikian, efektivitas implementasi 

tersebut belum sepenuhnya mencapai kondisi yang optimal karena masih 

ditemukan kesenjangan antara desain kebijakan dengan pelaksanaannya di 

lapangan. Rendahnya pemanfaatan kuota sertifikasi halal, belum meratanya 

distribusi layanan antardaerah, keterbatasan literasi digital dan kemampuan 

administratif sebagian pelaku UMKM, serta belum optimalnya pembinaan dan 
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pengawasan pascasertifikasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 

masih lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan dengan 

keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan analisis 

menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh hubungan antara 

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang belum berkembang 

secara seimbang. Struktur hukum telah memiliki legitimasi kelembagaan yang 

memadai, substansi hukum telah memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM 

melalui penyederhanaan prosedur dan program fasilitasi, sedangkan budaya 

hukum masyarakat telah didukung oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat. Akan 

tetapi, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik 

implementasi sehingga tujuan kebijakan untuk mewujudkan pelayanan 

sertifikasi halal yang efektif, merata, dan berkelanjutan masih memerlukan 

berbagai penguatan pada aspek kelembagaan, pelayanan, maupun peningkatan 

kapasitas pelaku usaha. 

Kedua, implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka PJPH Nusa 

Tenggara Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor 

internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi yang adaptif dan 

kolaboratif dalam pelaksanaannya. Tantangan internal meliputi keterbatasan 

kapasitas kelembagaan, meningkatnya beban kerja organisasi, belum optimalnya 

koordinasi antarlembaga, belum seragamnya pola pendampingan, serta 

terbatasnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascasertifikasi. Sementara itu, 

tantangan eksternal dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara 
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Barat yang terdiri atas wilayah kepulauan, belum meratanya akses pelayanan 

sertifikasi halal, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, serta masih 

terbatasnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya 

sertifikasi halal dan berbagai program fasilitasi yang disediakan pemerintah. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Loka PJPH Nusa Tenggara 

Barat menerapkan sejumlah strategi melalui penguatan kolaborasi dengan 

pemerintah daerah, Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 

Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perguruan tinggi, lembaga keuangan, 

serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, strategi pelayanan 

jemput bola, perluasan kegiatan sosialisasi, penguatan fungsi pendampingan, 

dan pengembangan jejaring kemitraan menjadi langkah yang cukup efektif 

dalam memperluas jangkauan layanan kepada UMKM. Meskipun demikian, 

efektivitas strategi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh komitmen dan 

kapasitas masing-masing mitra sehingga keberlanjutannya memerlukan 

penguatan koordinasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan, 

serta pelembagaan sistem kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, 

peningkatan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada masa mendatang 

tidak hanya bergantung pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan 

penguatan tata kelola kelembagaan, pemerataan akses pelayanan, peningkatan 

kapasitas pelaku usaha, serta sinergi yang berkelanjutan antarpara pemangku 

kepentingan. 
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B. Saran 

Dari hasil studi kasus peneliti di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penguatan kapasitas 

kelembagaan melalui peningkatan koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pemerintah daerah, 

perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, 

perlu dilakukan pengembangan sistem pendampingan yang lebih terstruktur, 

penyusunan standar operasional pendampingan yang seragam, serta 

penguatan monitoring dan evaluasi pascasertifikasi agar implementasi 

sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi juga 

pada keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh 

pelaku UMKM. 

2. Bagi pemerintah daerah, diperlukan dukungan yang lebih optimal melalui 

penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program sertifikasi halal. 

Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan anggaran 

pendampingan, perluasan kegiatan sosialisasi hingga tingkat desa, 

peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM, serta integrasi program 

sertifikasi halal dengan kebijakan pengembangan UMKM dan pariwisata 

halal daerah. Dengan demikian, pemerataan akses layanan sertifikasi halal 

dapat tercapai secara lebih efektif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. 

3. Bagi pelaku UMKM, diharapkan tidak memandang sertifikasi halal semata-

mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau persyaratan pemasaran, 

tetapi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas produk, 
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meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing usaha 

secara berkelanjutan. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif mengikuti 

kegiatan sosialisasi, memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal yang 

disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemampuan administrasi dan 

literasi digital agar proses sertifikasi dapat dilakukan secara lebih mandiri. 

4. Bagi seluruh pemangku kepentingan, implementasi sertifikasi halal perlu 

terus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan 

pemerintah, Loka PJPH, lembaga pendamping, perguruan tinggi, organisasi 

masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Kolaborasi tersebut 

diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan 

pemerataan akses sertifikasi halal, serta membangun ekosistem halal yang 

mampu mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

5. Bagi Akademisi dan  peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan karena berfokus pada implementasi sertifikasi halal pada 

UMKM di wilayah kerja Loka PJPH Nusa Tenggara Barat dengan 

menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Oleh 

karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian 

pada wilayah yang lebih luas atau melakukan studi komparatif antarprovinsi 

maupun antarunit penyelenggara sertifikasi halal. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, 

collaborative governance, atau pendekatan evaluasi kebijakan publik 

sehingga diperoleh model implementasi sertifikasi halal yang lebih 
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komprehensif dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekosistem halal 

di Indonesia.  
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